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Bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pembinaan karier, dan peningkatan kuahtas
sumber daya manusia melalui pendidikan lanjut, maka perlu adanya Pedoman
Pelaksanaan Pendidikan Lanjut  bagi Pegawai Negeri Sipil  Tenaga
Administrasi/Teknisi/Fungsional Non Dosen di lingkungan Universitas Sebelas
Maret. g g

Baliwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Rektor.

Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian; _

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

a. No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan:

b. No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggt,

¢.  No. 99 Tahun 2000 jo. No. 12 Tahun 2002 telt}tang Kenaikan Pangkat PNS:

d. No. 100 Tahun 2000 jo No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam

. Jabatan Strukt.ural;

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a.  No. 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas
Maret;

b. No. 38/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi.
Sp.KJ. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl No. 0206 O.1993 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret:

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R1:

a. No.158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Dclev.m Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian  kepada anb.n tertentu 1m\'R1m*an
Depdiknas; . iR

b. . No. 112/0/2004 tentang Statuta Umvcrsms Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN LANJUT BAGI PEGAWAI NEGERI
‘SIPIL TENAGA ADMINISTRASI/TEKNISI/FUNGSIONAL NON DOSEN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET :

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang sclanjutnya disebut UNS.



0.

(1)

(2)

(1)

(2)

endidikan lanjut bagi PNS adalah pelaksanaan pendidikan pada tingkat diatas pendidikan akhur yvang
dimiliki oleh seorang PNS.

PNS Tugas Belajar adalah PNS yang telah memenuhi pnrsyaml'\n untuk ditugaskan mengikun

" pendidikan lanjut dengan beasiswa dari Instansi Pemerintaly/Swasta/Instansi lain penyedia beasiswa

atau dari Universitas Scbelas Maret.
PNS yang melaksanakan pendidikan lanjut terdiri dari jalur ijin belajar atas biaya sendirt dan jalur tugas
belajar dengan memperoleh beasiswa. - - : ~ ;

Pcjabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberikan ijin dan men: andatangani Surat
ljin Belajar bagi PNS di lingkungan UNS (Rektor, Pembantu I\Lklor 11 dan Kepala Biro Adnmunistrasi
Umum dan Keuangan).

BAB 11
PENDIDIKAN LANJUT ATAS BIAYA SENDIRI

Pasal 2

PNS baik yang tidak menduduki jabatan maupun yang menduduki Jabatan bm;rktuml atau Jabatan
[Fungsional (Pustakawan, Arsiparis dan Jabatan Fungsional lainnya) _.mn‘ akan melaksanakan
Pendidikan Lanjut atas biaya sendiri, wajib mengajukan Surat Permohonan ljin Belajar yang ditujukan
kepada Rektor, melalui Pimpinan Fakultas / Unit Kerja yang bersangkutan dengan dilampin
kelengkapan berupa :

1. Surat Rekomendasi/Persctujuan dari Atasan langsung / anpumn Unit kerja yang bersangkutan:

2. Surat Pernyataan bermeterai sesuai contoh Format pada Lampuan Surat Keputusan ini.

Rekomendasi/persetujuan dari lepman F akultas/Umt Kerja yang bcrsanukumn mendasarkan p.m.l
loyalitas, kedisiplinan, dan prestasi kerja.

Pasal 3
Pertimbangan Pejabat yang berwenang dalam memberikan perijinan atau penolakan permohonan ljn
Belajar dari PNS dimaksud Pasal 2, berdasarkan pada kemantfaatan dan efektifitas Kerja. Rekomendast
dari Pimpinan Unit kerja yang bersangkutan, dan pertimbangan lainnya yang dianggap perlu.
Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan ljin Belajar.
Pejabat yang berwenang sudah memberikan jawaban tertulis untuk menetapkan ijin belajar atau
menolak.

Pasal 4

Jenjang Pendidikan lanjut atas biaya sendiri yang dapat diikuti adalah D III, D 1V, b 1 atau S-2.. dengan
bidang studi yang dapat menunjang pemn;,katm kualitas pelaksanaan tugasnya. :

(1)

(2)

Pasal 5

PNS yang melaksanakan pendidikan lanjut dengan biaya sendiri dan memperoleh Surat [jin Belajar
dari Rektor/Pembantu Rektor, diberi bantuan seckali untuk biaya peneclitian penyusunan tugas
akhir/Skripsi/Thesis, dengan ketentuan sebagai berikut:

D-3 : Rp 1.000.000;

S-1 : Rp 1.500.000;

S-2 :Rp2.000.000:

Biaya tersebut ayat (1) pasal ini, menjadi beban Universitas dan Fakultas/Unit kerja vang bersangikutan
masing-masing 50%. Untuk PNS di lingkungan Biro biaya tersebut ayar (1) semua menjadi beban
Universitas (DIK.S Kantor Pusat).

PNS yang bersangkutan mengajukan bantuan biaya tersebut ayat (1) pasal ini kepada Rektor untuk
bantuan biaya dari Universitas dan kepada Dekan/Ketua Lembaga/Pimpinan Unit Kemga Mang
bersangkutan, untuk bantuan biaya dari Fakultas/Lembaga/Unit Kerja, dan semuanya dilampin Surat
Keterangan dari Ketua Jurusan / Program Studi bahwa PNS yang bersangkutan sedang menyusun tugas
akhir / skripsi / lhcsxs dan dilampirkan pula proposalnya.

[
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Pasal o

PNS yang melaksanakan pendidikan lanjut mempunyai kewajiban dan tanggungjawab :
Mentaati peraturan yang berlaku baik dalam pendidikan lanjut maupun dalam kedinasan.

b. Mengatur waktu dan kegiatan dengan sebaik-baiknya, selhingga pelaksanaan pendidikan lanjut
berjalan lancar, dan tidak menggangpu pelaksanaan tugas 7 jabatan ; dinas schani-han.

¢.  Di luar ketentuan pasal 5, PNS yang bersangkutan menanggung sendirt seluruh biaya pendidikan
lanjut. . Bv !

d. Melaporkan hasil kelulusan l\cpada Atasan langsung/Pimpinan Unit Kerja vang bersangkutan dan

kepada pembantu Rektor II setelah selesai pendidikan. '

Pasal 7

(1) PNS yang melaksanakan pendidikan. lanjut, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan PP Nomor 30 Tahun
1980 dan peraturan lainnya yang terkait, apabila melakukan pelanggaran disiplin pegawai atau
pelanggaran lainnya, baik dalam lingkungan pendidikan lanjut maupun dalam lingkungan kedinasan.

(2) Kelulusan dari Pendidikan lanjut tidak dijamin Kenaikan Pangkat Penyesuaian lJjazah.
(3) PNS yang melaksanakan pendidikan lanjut tanpa ijin sebagaimana yang diatur dalam Ketetapan ini.

dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diusulkan kenaikan pangkat dengan penyesuaian ijazah, dan
tidak diberi bantuan biaya.

BAB 111 . :
PENDIDIKAN LANJ UT DENGAN BEASISWA/ TUGAS BELAJAR
Pasal 8
(1) PNS yang memenuhi persyaratan dapat diberi ]\escmpat.m untul\ mengikuti Pendndxk.m Lanjut dengan
Beasiswa/ Tugas Belajar; ‘
(2) Persyaratan untuk memperoleh kesempatan mengikuti Pendidikan Lanjut dengan Beasiswa’ Tugas
Belajar meliputi : :
a. Persyaratan Administrasi :
1)  Masa kerja di UNS sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus:
2) Usia setinggi-tingginya 40 ( empat puluh ) tahun; _
3)"  Nilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir. Setiap unsur nunimal
bernilai baik;
4) Bidang Studi yang dipilih dapat menunjang peningkatan kualitas bidang tugasnya.
5)  Melengkapi data 'pcndukung dan persyaratan administrasi lainnya, baik  yang ditentukan
oleh UNS maupun Instansi lain yang terkait/ Instansi penyedia beasiswa.
b. Pcrsy'\mtan Akademik :
| Lulus ujian seleksi yang diselenggarakan di UNS dan Pcrg,uruan Tinggl Negen Penyvelenggana
Pendidikan Lanjut maupun Instansi lain yang terkait/ Instansi penyedia beasiswa.
c. Persyaratan Khusus. .
1) PNS yang menduduki jabatan struktura] setinggi- -tingginyx Eselon III dapat mengikuti tugas
belajar, dengan ketentuan tidak meninggalkan tugas pokok jabatan
2) Dalam waktu 5 tahun terakhir tidak pernah terkena sanksi/ hukuman disiplin tingkat berat
(sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980);

3) Membuat Peryataan bermeterai untuk mentaati semua pcmtumn dan ketentuan yang
ditetapkan dalam keputusan ini sesuai contoh format pada Lampiran Surat Keputusan inu.

Pasal 9
(1)  Dalam hal Tugas Belajar dengan beasiswa dari UNS, beban biaya ditanggung bersama oleh Universitas.

Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan, dan mahasiswa dengan ketentuan \;b.mm berikut :
a. Program D-III

1). Biaya SPP maksimum untuk 6 semester, dan satu kali bantuan baya pcn_\'usunun tugas

akhir/penyusunan Skripsi maksimum Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) beban Universitas.
2). Biaya Pengembangan Institusi (BP1I) : beban Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan.
3). Biaya LaboratoriunyPraktikum, Biaya Hidup dan biaya lainnya bila ada: beban Mahasiswa

yang bersangkutan. "



(2)

(3)

(4)

). Dlayd ol THARSIHTICIL GHWUA O SUHHLOILE, Uall el ddih ualiuan Uia)d poiid v e
akhir/penyusunan Skripsi maksimum Rp. 1.500.000.- (satu juta hma ratus nbu rupiah) beban
Universitas.

2). BPI/Biaya yang scjenis beban IFakultas/Unit Kerja yang bersangkutan.

3). Biaya Laboratorium/Praktikum, Buku, Biaya Thdup dan biaya lamnya bila ada beban
Mahasiswa yang bersangkutan.

c. Program S-2

1). Biaya SPP maksimum untuk 6 semcster dan satu kali bahtuan bm\a penyusunan: Thesis
maksimum Rp. 2.000.00,- ( dua juta rupiah ). :

2). BPI/Biaya yang sejenis beban Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan. :

3). Biaya Laboratorlum/Praktlkum Buku, Biaya Hidup dan biaya lainnyva bila ada beban
Mahasiswa yang bersan;,kutan

Dalam hal blaya SPP dan BPI disatukan (tidak dipisah), beban biaya’ du.m\:\:un\' bersama. 30%

~ Fakultas/Unit Kerja yang bersangkutan, dan 50% Universitas.

Biaya Laboratorium/Praktikum, Buku, Bmya Hidup dan biaya lainnya bila ada beban \Llh.l\l\\\.l vang
bersangkutan. :
Prosedur pengajuan biaya pendidikan :
. Biaya dari Universitas
1). Biaya SPP diajukan untuk setiap semester oleh PNS yang bcrsanvkm:m kepada Rektor,
diketahui Dekan/Pimpinan Unit Kerjanya, dan dilampiri ketetapan besamya SPP dan
Perguruan Tinggi (PT)/Pasca Sarjana yang bersangkutan.
2). Bantuan biaya penyusunan laporan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis diajukan kepada Rektor dengan -
dilampiri surat keterangan dari Ketua Jurusan/Program Studi bahwa PNS yang bersangkutan
sedang melakukan penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis, dan dilampirkan pula proposainya.

~ b. Biaya dari Fakultas

PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Dekai/Ketua,Lembaga Pimpinan Unit
Kerjanya, dan dilampiri ketetapan biaya Pengembangan (BPI/SPI) dari P::ruuru.m Tinggt Pasca
Sarjana yang bersangkutan.

c. Dalam hal biaya SPP dan BPUSPI disatukan (tidak dipisahkan). PNS yang bersangkutan
mengajukan permohonan biaya 50% ke Rektor dan 50% ke Dekan/Ketua Lembaga/Pimpinan Unit
Kerja dengan dilampiri ketetapan biaya dari Perguruan Tinggi/Pascasarjana.

Apabila beasiswa yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan biaya pendidikan atau biaya lainnya yang

diperlukan dalam rangka mengikuti pendidikan lanjut, kekurangan biaya ditanggung sendin oleh PNS

yang bersangkutan.

Apabila dalam batas waktu pembiayaan tersebut ayat (1) belum lulus, maka PNS yang bersangkutan

wajib melaporkan kepada Rektor dan mengajukan permohonan ijin perpanjangan waktu penyelesaian

pendidikan serta menanggung sendiri semua biaya yang diperlufan untuk penyelesatan pendidikan
tersebut.

Pasal 10

PNS yang melaksanakan Pendidikan Lanjut mempunyai kewajiban dan tanggungjawab :

e

(M

Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam lingkungan pendidikan lanjut
maupun dalam lingkungan kedinasan;

Melaksanakan pendidikan lanjut dengan baik dan sungguh-sungguh;
Melaporkan perkembangan hasil pendidikan setiap semester kepada Atasan langsung Pimpinan Unit
Kerjanya dan Rektor;

Melaporkan hasil kelulusan kepada Atasan langsung/ Pimpinan Unit Kcrj'u vang bemsangkutan dan
kepada Rektor dengan dilampiri foto copy ijazah dan transkripnya;

Kembali mengabdikan diri dan melaksanakan tugas secara penuh di UNS, setelah lulu\ pendidikan.

Pasal il
Apabila PNS yang melaksanakan Pendidikan Lanjut melakukan pelanggaran disiplin pegawai atau
pelanggaran lainnya, baik dalam lingkungan pendidikan lanjut maupun dalam lingkungan kedinasan
akan dikenai sanksi sesuai ketentuan PP Nomor 30 Tahun 1980 dan peraturan lainnya vanyg terkait.



(3)

(1)

(2)

(3)

spabila PNS yang melaksanakan pendidikan lanjut tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. wanb
mengembalikan seluruh beasiswa/ biaya pendidikan yang telah diterimanya; dan menyetorkan ke Kantor
Kas Negara melalui Kepala Bagian Keuangan UNS apabila suimber dana berasal dan APBN. dan atsu
menyetorkan ke Bendahara / PUMK DIK.S Yang bersanghutan melalui Kepala Bagian Keuangan UNS,
apabila sumber dana berasal dari DIK.S. a1 £1, L

Apabila PNS telah selesai dan lulus pendidikan lanjut tidak kembali melaksanakan tugas di UNS.
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib mengembalikan seluruh beasiswa biava

pendidikan yang telah diterimanya, sesuai ketentuan Ayat (2) Pasal 1]. .

, L BAB IV
... KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12 , ;

Hal -hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan
tersendiri. :
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggﬁl ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat perubahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 388/J27/P/2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pendidikan Lanjut Bagi Tenaga Administrasi di lingkungan UNS dinyatakan tidik berlaku
lagi.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 15 Descmber 20ChL

REKTOR, /}ﬁ

Pfof. Dr. dr. H. MUCH. SYAMSULHADL. Sp.KJ.
;L NIP. 130 543 952 |

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

i

Sekjen Depdiknas, di Jakarta

2. Dirjen. Dikti Depdiknas;
3. Pejabat terkait di lingkungan UNS.



